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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur 

pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil 

dan kebutuhan dasar masyarakat, Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan 

masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut 

untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan 

belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan 

masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial, menyangkut 

prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, 

fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana 

lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian 

hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. 

Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap 

pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari 

masyarakat. 

Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan 

yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi 

yang melekat pada setiap aparatur. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki 

dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan 

publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. 

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu 

terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. 

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah 

melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan 

mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat 

bertujuan untuk mendapatkan feedback/ umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas 

pelayanan secara berkesinambungan. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya 

Pemerintah dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik (good governance). 

  



2 
 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari survei kepuasan mayarakat ini adalah untuk mengukur tingkat 

kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Karanganyar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Tujuan dari survei kepuasan mayarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kinerja pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan 

evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu pelayanan selanjutnya. 

 

C. Sasaran 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai 

kinerja penyelenggara pelayanan. 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan sistem, mekanisme 

dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan publik dapat berdayaguna dan 

berhasil guna. 

3. Mendorong   penyelenggara   pelayanan   menjadi   lebih   inovatif   dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik. 

 

D. Prinsip 

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip : 

1. Transparan 

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh 

seluruh masyarakat. 

2. Partisipatif 

Dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta 

masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang 

sebenarnya. 

3. Akuntabel 

Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan 

dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang 

berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku. 

4. Berkesinambungan 

Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan 

untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan. 
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5. Keadilan 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna 

layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi 

geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 

6. Netralitas 

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai 

kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini adalah Penelitian tentang pengukuran Survei 

Kepuasan Masyarakat meliputi pengukuran persepsi dan harapan masyarakat dan 

pemerintah desa selaku pengguna jasa, melakukan Analisis dan Pemetaan terhadap 

kinerja pelayanan dan persepsi serta harapan masyarakat dan pemerintah Desa 

Kabupaten Karanganyar terhadap layanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Karanganyar. 

 

F. Unsur SKM 

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu Penyelesaian 

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 
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7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana 

digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk 

benda yang tidak bergerak (gedung) 

 

G. Manfaat 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik; 

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut 

yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 

 

H. Metode Pengukuran 

1. Pengukuran Skala Likert 

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung 

dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. 

Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan 

yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang 

ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut: 

N =bobot nilai per unsur 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟
=  

1

𝑋
= 𝑁 
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Contoh :jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur 

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-

rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, 

maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikandengan nilai dasar 25, dengan 

rumus sebagai berikut : 

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka 

setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk: 

a) menambah unsur yang dianggap relevan; 

b) memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan 

dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. 

 

Tabel 1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan 

Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval 

(NI) 

Nilai Interval 

Konversi (NIK) 
Mutu 

Pelayanan (x) 

Kinerja 

Pelayanan (y) 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65 – 76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik 

 

2. Pengolahan Data Survei 

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2(dua) cara,yaitu: 

1. Pengolahan dengan computer 

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program 

komputer/Micosoft excel. 

2. Pengolahan secara manual 

a) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan kedalam formulir 

mulai dari unsur1 (U1) sampai dengan unsur X(UX); 

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur 

pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut: 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟
=  

1

9
= 0,11 

 

 

𝑆𝐾𝑀 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑟𝑖 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖
 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 

 

 

𝑆𝐾𝑀 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑥 25 
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1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan. 

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan 

jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk 

mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai 

masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang 

mengisi. 

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur 

pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan 

dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang 

2) Nilai indeks pelayanan 

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara 

menjumlahkan X unsur 

 

3. Pengujian Kualitas Data 

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing 

kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun 

berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan 

utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan 

kecenderungan penerima layanan. 

 

4. Laporan Hasil Penyusunan Indeks 

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap 

unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut: 

1) Indeks setiap unsur pelayanan 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah 

nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur 

pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit 

pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan 

dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur) 

Contoh : Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dari masing-masing unit 

pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 2 Unsur Unit Pelayanan 

No. Unsur SKM Nilai Unsur SKM 

1 Persyaratan A 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur B 

3 Waktu Penyelesaian C 

4 Biaya / Tarif *) D 

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan E 

6 Kompetensi Pelaksana **) F 

7 Perilaku Pelaksana **) G 

8 Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan 

H 

9 Sarana dan Prasarana I 

 

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara 

sebagai berikut: 

(A x 0,11) + (B x (0,11) + (C x 0,11) + (D x 0,11) + (E x 0,11) + (F x 0,11) + (G x 0,11)+ 

(H x 0,11) + (I x 0,11) = Nilai Indeks (X) 

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = X x 25 = y 

b) Mutu Pelayanan (lihat Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval 

Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan) 

Kinerja Unit Pelayanan (lihat Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval 

Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan). 

2) Prioritas peningkatan kualitas pelayanan 

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur 

yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan 

unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan. 

 

I. Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

1. Pembentukan Tim Penyusunan SKM 

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini dimulai dengan Pembentukan Tim 

Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat yaitu berupa “Surat Keputusan Kepala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Nomor 

800/90.13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021. Sebagai 

salah satu dasar hukum pelaksanaan kegiatan survei dimaksud. (SK terlampir). 
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2. Jadwal Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 

(satu) tahun. Berikut rincian jadwal pelaksanaan penyusunan laporan SKM :  

 

Tabel 3 Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Laporan SKM 

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1 Persiapan Januari 2021 

2 Pengumpulan Data / Survei Januari – Oktober 2021 

3 Pengolahan Data Indeks Oktober 2021 

4 Penyusunan dan Pelaporan Oktober 2021 
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BAB II ANALISA HASIL SURVEI 

 

A. Data Kuesioner 

a. Kuesioner 

Dalam survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu 

pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini 

disusun berdasar tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk 

kuesioner terlampir (Lampiran1). 

b. Bagian dari kuesioner dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu: 

• Bagian I Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan 

pekerjaan. 

• Bagian II Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang 

memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur 

pelayanan yang dinilai. 

c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 

a) Jumlah Responden 

Jumlah responden yang menjadi sasaran kuesioner SKM ditetapkan 

sebanyak 242 responden yaitu dari aparatur pemerintah desa (bendahara 

desa). 

b) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 

• Lokasi pengumpulan data dilakukan secara online menggunakan Google Form. 

• Waktu pengumpulan data responden dari Januari - Oktober 2021. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 242 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 4 Rincian Responden 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 185 76,45% 

  Perempuan 57 23,55% 

     

2 Usia <30 tahun 34 14,05% 

  30 – 50 tahun 187 77,27% 

  >50 tahun 21 8,68% 

     

3 Pendidikan SD/SMP/SMA 62 25,62% 

  Diploma 30 12,40% 

  S1/S2/S3 150 61,98% 
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B. Deskripsi Hasil Analisis 

Seiring dengan tuntutan paradigma good governance yang menghendaki 

dipenuhinya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi 

dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maka kegiatan 

pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) perlu dilakukan. Kegiatan utama 

dalam penyusunan IKM ini adalah survei masyarakat pengguna jasa layanan untuk 

memperoleh informasi nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa yang 

telah mereka terima. 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

terhadap 242 responden yang meliputi karakteristik responden dan nilai rata-rata 

unsur pelayanan. 

• Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan 

Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa adalah aparatur pemerintah desa, mereka diminta pendapat 

mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparatur Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Survei dilakukan pada bulan Januari sampai 

Oktober tahun 2021. 

Responden diminta memberikan penilaian terhadap 9 unsur pelayanan dan 

hasil pengisian kuesioner direkap untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur 

pelayanan. Rekapitulasi nilai tiap unsur pelayanan dari 242 orang responden seperti 

pada Lampiran 2. Berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner, maka didapatkan 

nilai rata-rata per unsur pelayanan seperti pada Tabel Laporan IKM, dibawah ini : 

 

Tabel 5 Laporan IKM Tahun 2021 

No. Unsur SKM Nilai Rata-Rata 

1 Persyaratan 3,11 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,15 

3 Waktu Penyelesaian 3,04 

4 Biaya / Tarif 3,93 

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,10 

6 Kompetensi Pelaksana 3,00 

7 Perilaku Pelaksana 3,12 

8 Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan 

3,59 

9 Sarana dan Prasarana 2,79 

   

 NILAI RATA-RATA 3,20 

   

IKM Unit Pelayanan 80,08 

Mutu Pelayanan BAIK 

Kinerja Unit Pelayanan BAIK 
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Prioritas Peningkatan Kualitas 

Pelayanan : Sarana dan Prasarana 

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan unsur pelayanan yang perlu 

ditingkatkan : 

Kendala yang masih dikeluhkan oleh responden dengan nilai terendah pada 

tahun 2021 adalah sarana dan prasarana dengan nilai 2,79 terutama terkait 

dengan Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM diurutkan berdasarkan 

urutan terendah dari nilai yang didapatkan sebagaimana dituangkan dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 6 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM 

No Prioritas Unsur Nilai Program / Kegiatan Keterangan 

1 Sarana 

Prasarana 

2,79 Perencanaan 

penambahan sarana dan 

prasarana pelayanan 

penambahan sarana 

prasarana  pelayanan 

melalui anggaran APBD. 

2 Kompetensi 

pelaksanaan 

3,00 Mengikutsertakan 

Diklat dan pelaksanaan 

studi banding 

Pengiriman personil bila 

ada diklat yang 

dilaksanakan dari 

pemerintah pusat, provinsi 

dan melaksanakan studi 

banding ke kabupaten yang 

kinerja pelayanannya sudah 

baik. 

3 Waktu Pelayanan 3.04 Petugas pelayanan 

berupaya memberikan 

pelayanan secara cepat, 

tepat, terbuka, 

sederhana, dan mudah 

dilaksanakan 

Pengguna pelayanan 

dispermades (pemerintah 

desa/masyarakat) 

diharapkan  ikut  membantu 

dengan mengikuti dan 

mematuhi peraturan yang 

berlaku. 

4 Produk layanan 3,10 Sesuai aturan yang 

Ada 
 

5 Persyaratan 3,11 Sesuai prosedur dan 

persyaratan yang telah 

ditetapkan 

Persyaratan termuat dalam 

peraturan Bupati dan 

disosialisasikan kepada 

pemerintah desa 

6 Perilaku 

Pelaksana 

3,12 Pegawai harus 

mentaati aturan perilaku 

yang telah ditetapkan 

Aturan perilaku pegawai 

telah ditetapkan 

7 Prosedur 3.15 Sesuai sistem, 

mekanisme dan 

prosedur yang telah 

ditetapkan 

Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur termuat dalam 

peraturan Bupati dan 

disosialisasikan kepada 

pemerintah desa  

8 Penanganan 

Pengaduan 

3,59 Meningkatkan sistem 

Pelayanan pengaduan 

Mempercepat respon aduan 

9 Biaya/tarif  3,93 Sesuai peraturan 

yang telah ditetapkan 

Gratis 

  



12 
 

BAB III PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil survei kepuasan masyarakat Pelayanan di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Tahun 2021, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jumlah responden dalam survei kepuasan masyarakat Pelayanan sebanyak 242 

orang dari unsur masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa (Bendahara). 

2. Unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah, yaitu unsur sarana 

prasarana dengan nilai unsur sarana prasarana adalah 2,79 dimana ketersediaan 

aula dan gedung dinilai kurang memadai (sempit). Sehingga mengakibatkan 

ketidaknyamanan bagi pengguna layanan Dispermades Kabupaten Karanganyar.  

3. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat berusaha 

meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara merencanakan 

penambahan sarana prasarana perbaikan pelayanan melalui anggaran APBD.  

4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 80,08 

dan Mutu Pelayanan termasuk kategori B, dengan hasil Kinerja Unit Pelayanan 

adalah Baik 

5. Bila dibandingkan dengan penilaian SKM 2 tahun terakhir cenderung fluktuatif 

yaitu tahun 2019 sebesar 79,94 dan tahun 2020 sebesar 82,03 tetapi masih di 

kategori B (Baik). 

 

B. Saran/Rekomendasi 

Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Karanganyar masih terbatas karena adanya moratorium, mutasi 

jabatan dan pensiun PNS yang belum ada penggantinya. Mohon penambahan 

pegawai dengan tenaga teknis dapat dipermudah, mengingat saat ini SDM yang ada 

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih terbatas. 
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LAMPIRAN 

 

1. SK Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 

  



14 
 

  



15 
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2. Kuesioner 
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3. Pengolahan Hasil SKM 

 


